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HIPOTESIS

2.1  Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku
yang tradisional (behavioristik). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh
Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori
belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari
isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam
teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan
reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk
memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial
“manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak
“dipukul” oleh stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, teori pembelajaran
sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan
pengalaman langsung.
Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial
meliputi :
1. Proses perhatian (attentional)
2. Proses penahanan (retention)

3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (reinforcement)



Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model,
jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model
tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah
model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses
mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah
proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran
supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).
Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar
pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya,
hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di
wilayahnya (Jatmiko, 2006).

Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban
pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap
pemahaman akuntansi, dan peraturan perpajakan serta adanya juga transparansi
dalam pajak. Seseorang akan memahami dan mengingat pemahaman akuntansi
pajak dan peraturan perpajakan serta transparansi dalam pajak dimana sebagai
proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan
pemahaman terhadap akuntansi perpajakan, peraturan perpajakan, dan
transparansi dalam pajak, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang
mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan
yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan akuntansi perpajakannya dan

peraturan pajak tersebut, lalu terkaitan dengan proses penguatan dimana seseorang



akan berperilaku sebagai wajib pajak sesuai dengan akuntansi perpajakannya,
peraturan perpajakan, serta transparansi perpajakannya dalam hal kepatuhan wajib
pajak. Teori pembelajaran sosial tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan
dengan pengaruh pemahaman akuntansi, peraturan perpajakan dan transparansi

dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana
penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal
ini tergantung pada jenis atau badan wusaha, besar atau kecilnya
perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi
tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem

yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Wild and Kwok (2011:4-7)

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi

perusahaan”.

Menurut Walter, Charles, C.william dan Themin (2011:3)

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis,
memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya
kepada pengambilan keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat

mempengaruhi aktivitas bisnis”.



Menurut American Institute Of Certified Public Accountants

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya
guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil proses
tersebut”.

Menurut Mursyidi (2010:17)

“akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses

pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi

informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah
suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan
data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat
digunakan oleh seseorang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2.1.1.2 Pengertian Laporan Keuangan
Dalam PSAK No. 1 (2009) Laporan Keuangan adalah catatan informasi
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan
untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan
adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan
suatu entitas.
Menurut Walter, Charles, C.william dan Themin (2011:2)
“Laporan Keuangan (financial statement) adalah dokumen bisnis
yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya

kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer,
investor, kreditor dan agen regulator”.



Menurut Soemarsono (2004:34)
“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para
pembuat keputusan terutama pihak diluar perusahaan mengenai

posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”.

2.1.1.2.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan SAK yang meliputi neraca, perhitungan laba-rugi, laporan perubahan
posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Gunadi,
2012:137).

Menurut SAK, laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dan proses
pencatatan, merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh
manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan
dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada
pihak-pihak di luar perusahaan.

Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu.
Demikian pula dengan perhitungan laba-rugi harus disusun sedemikian rupa agar
dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode

tertentu.



Sebagai pelengkap perhitungan laba-rugi, harus disusun laporan perubahan
lada ditahan. Cara penyajian laporan keuangan ini dapat digabungkan dengan
perhitungan laba-rugi, sehingga dapat ditunjukan sekaligus laba periode tertentu
berikut modifikasi terhadap laba ditahan.

Laporan posisi keuangan menunjukan semua aspek penting aktivitas
pembiyaan dan investasi tanpa tergantung apakah transaksi tersebut berpengaruh
langsung kepada kas atau unsur-unsur modal kerja lainnya.

Catatan atas laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting
yang dianut perusahaan harus disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan
keuangan atau sebagian dari catatan atas laporan keuangan. Ikhtisar tersebut
memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi
posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, seperti metode penyusutan aktiva
tetap, amortisasi, penilaian persediaan, penjabaran mata uang asing dan penetapan

laba dalam kontrak pembangunan jangka panjang.

2.1.1.2.2 Laporan Keuangan Fiskal
Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
berdasarkan aturan atau kaidah yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan
utama dari laporan keuangan fiskal adalah pemungutan pajak yang adil. Dan
merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para
pembayaran pajak tarif dari tindakan semena-mena (Suandy, 2011:75).
Dalam rangka membandingkan antara penghasilan dan biaya, pada

akuntansi pajak sama sekali tidak memungkinkan untuk melakukan taksiran-



taksiran, contoh: apabila piutang tersebut secara nyata betul-betul tidak dapat
ditagih dengan membuat daftar para piutang tak tertagih tersebut. Jumlah yang
nyata-nyata tidak tertagih tersebut merupakan jumlah piutang yang dapat
dikurangkan sebagai biaya.

Pada akuntansi pajak, dikaitkan dengan kapastian hukum dan kemudahan
pencatatannya, segala sesuatu yang sifatnya taksiran atau perkiraan atau
pemberian bentuk natura dan kenikmatan lain yang sifatnya susah diukur, tidak
diperkenankan dikurangkan sebagai biaya fiskal. Berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, bagi Wajib Pajak yang mengadakan
pembukuan, diharuskan menyerahkan laporan keuangan sebagai salah satu
lampiran dalam SPT (Surat Pemberitahuan), dengan catatan SPT yang diserahkan
harus benar, lengkap dan jelas.

Apabila peraturan perpajakan digunakan untuk kepentingan pengaturan
suatu investasi atau merupakan insentif guna pengembangan usaha sosial dan
ekonomi yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal pada keadaan tertentu
dapat dikurangkan dari biaya fiskal. Contoh: natura dan kenikmatan umum daerah

terpencil.

2.1.1.3 Pengertian Pemahaman

Paham dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pandai atau
mengerti  benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan
memamhami atau memahamkan. Menurut kamus lengkap bahasa indonesia

pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.



Suharsimi (2009:118) menyatakan definisi pemahaman:

“Seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates),

menerangkan, memperluas, menyimpulkan,  menggeneralisasikan,

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Sementara Benjamin S, Bloom dalam Anas Sudjono (2009:50)
mengatakan bahwa: ..kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami
sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami
adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang
peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan
penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan
menggunakan kata-kata sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah
kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu
diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui
apa Yyang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan biaya tanpa

keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

2.1.1.4 Pengertian Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk
mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Menurut Mardahlena (2007:25)
Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap

proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan



dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi
adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi.

Menurut Johar Arifin (2007:12), Pemahaman akuntansi pajak adalah:
“...pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta
pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan
keuangan suatu perusahaan”. Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai
bahasa bisnis informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme
akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi
informasi yang berguna”. Pemahman akuntansi pajak akan memberikan
pengetahuan bagaiamana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau
membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak
keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa
kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan
langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan
ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran Kkinerja dalam
perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut Nur Hidayat (2013:68) yang diambil dari undang-undang
perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (pasal 28 UU KUP).
Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri, dan SPT.
Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka

26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.



2.1.1.5 Pemahaman Laporan Keuangan Akuntansi Komersial dengan

Laporan Keuangan Fiskal

Membicarakan masalah perbedaan laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal, sama halnya dengan membicarakan masalah akuntansi
pajak. Sedangkan akuntansi pajak pada umumnya menyangkut masalah kapan
suatu penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan suatu biaya diakui
sebagai pengurang dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya
tergantung kepada tahun pajak atau buku wajib pajak, metode akuntansi yang
digunkan, serta doktrin dan konsep yang menjadi acuannya.

Menurut Waluyo (2000:45), dasar penyusunan laporan keuangan
komersial adalah: “standar akuntansi keuangan sedangkan dasar penyusunan
laporan keuangan fiskal adalah standar akuntansi pajak yang disesuaikan dengan
Undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Waluyo (2000:45), di bawah ini menjelaskan perbedaan antara
akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal:

1. perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan.

2. perbedaan konsep beban (biaya)

3. perbedaan dalam konsep penyusutan dan nilai persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari perbedaan antara akuntansi
komersial dengan akuntansi fiskal di atas:

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Konsep penghasilan (income) menurut Al (2007:13) Adalah:

“kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk
pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang

10



mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanam modal”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:23) memberikan ketentuan
mengenai pengukuran pendapatan sebagai berikut:

“pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima,
jumlah pendapatannya yang timbul dari suatu transaksi biasanya
ditentukan oleh persetujuan antar perusahaan pembeli atau pemakai
perusahaan tersebut. Jumlah tersebut, dapat diukur dengan nilai wajar
imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi
jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan”.
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep
akuntansi, yaitu: segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia mauoun dari
luar indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan
penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No.
36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang pajak penghasilan, yaitu:

a. penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

b. penghasilan yang dikenakan objek pajak penghasilan final.

c. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.
Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan
mengenai konsep antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek
pajak berarti atas penghasilan tersebuttidak dikenakan pajak (tidak
menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan

tersebut diuraikan dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, 2 & 3

tentang Pajak Penghasilan.
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Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 mengenai objek
pajak yang merupakan objek pajak badan:

a) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

b) Laba usaha;

c) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;

1. Keuntungan Kkarena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

4. Keuntungan karena pengalihan berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak
yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

d) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagali
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

e) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

f) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari
perusahaan akuntansi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
hasil usaha koperasi;

g) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

h) Sewa dan penghasilan lain sehubungan harta;

i) Keuntungan kerena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

j) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

k) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

I) Premi asuransi;

m)luran yang diterima atau diperoleh pengumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

n) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan
pajak;
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0) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
p) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

q) Surplus bank indonesia.

Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 4 mengenai Penghasilan

objek pajak yang bukan merupakan objek pajak badan:

a.

Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib pajak bagi pemeluk agama yang diakui
di Indonesia.

. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan;

. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa,

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
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a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan
dengan keputusan Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek indonesia.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam
jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 mengenai

penghasilan yang dikenakan objek pajak penghasilan final:

a.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

. Penghasilan berupa hadiah undian;

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;

. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan/atau bangunan; dan
Penghasilan tertentu lainnya,

2. Perbedaan Konsep Beban (biaya)

Menurut IAl (2007:13) definisi Beban (expense) adalah:

“Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus ke luar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal”.

Sisi fiskal sendiri, mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih,

memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung

dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus
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sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya
yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh
diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan. Misalnya penafsiran atas bunyi
undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan
mempertahankan penghasilan.

Wajib pajak sendiri sering diharuskan untuk memberikan sumbangan baik
yang wajib maupun tidak wajib, dan kadang kala tidak disertai dengan bukti-bukti
yang mendukung. Kemudian wajib pajak menganggap biaya yang dikeluarkan
tersebut dapat dibiayakan karena dikeluarkan sehubungan dengan kelancaran
usaha, sedangkan pihak fiskus menganggap biaya tersebut termasuk hibah,
bantuan dan sumbangan yang tidak boleh dikurangkan.

Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 menjelaskan untuk
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
badan usaha tetap yang boleh dikurangkan:

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorium, bonus gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang;

bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;

w
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Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 menjelaskan untuk

menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a.

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang
ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai
dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan pemerintah;
Pajak Penghasilan;
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

ook w
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J.  Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

3. Perbedaan dalam Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan
Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan
terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang
dagangan.

a) Konsep Penyusutan
Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan
adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh
digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur
sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran
Judgement.

Menurut 1Al (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. Metode garis lurus (Straight line method) vyaitu, menghasilkan
pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya
tidak berubah.

2. Metode saldo menurun (diminishing balance method) yaitu menghasilkan
pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.

3. Metode jumlah unit (sum of the unit method) yaitu menghasilkan
pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.

Ketentuan pajak hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus
dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal

11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan

metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Untuk
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menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta

berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Masa Tarif Penyusutan sebagaimana
Berwujud Manfaat dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
[I. Bangunan
Permanen 20 tahun
Tidak Permanen 10 tahun

Sumber: Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan

pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan

juga dengan memakai 2 metode yaitu: garis lurus dan saldo menurun dengan

pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan

Tak Berwujud metode
Garis Saldo
Lurus Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

Sumber: Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
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Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode dan tarif dimaksudkan untuk
memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun
amortisasi.

b) Konsep Nilai Persediaan
Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan
pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan
harga perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average)
atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama
yang dikenal dengan first in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut
harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi
maka ada 3 jenis metode yang yang dilakukan untuk menilai persediaan
yang sesuai dengan SAK No 14 tahun 2007 yaitu dengan menggunakan
rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian
rata-rata tertimbang (weight average cost method) dan masuk terakhir
keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang
lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (not ordinary
interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan
untuk proyek khsusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi

khusus terhadap biayanya masing-masing.
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2.1.2 Peraturan Perpajakan
2.1.2.1 Pengertian Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 bahwa:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Definisi pajak menurut Adriani dalam Sari (2013:34) dikemukakan
sebagai berikut:
pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang
menyelenggarakan pemerintah.

Definisi pajak menurut Anderson dalam Sari (2013:35) dikemukakan

sebagai berikut:

“pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang
dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah”.

2.1.2.2 Ciri dan Fungsi Pajak
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pada
umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang,

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
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Menurut Erly Suandy (2010:10) ciri-ciri pajak yang terdapat dalam
beberapa pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Asas ini sesuai dengan
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara
langsung.

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintahdalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melakat pada pengertian pajak,
terlihat adanya dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2013,1-2), yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan (Budgeter)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3 Subjek Pajak

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisari persyaratan
dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu subjek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah:
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. Orang Pribadi Orang

pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pengertian orang pribadi menurut
Rochmat Soemitro adalah manusia dari daging, tulang, dan darah.

. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris,
maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada
pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan
kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi
Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan
Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dan bentuk badan usaha lainnya termasuk reksadana.
Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan
b. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
c. Penerimannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah
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=

d. Pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara

e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak

Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi yang tdak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Orang Pribadi yang tdak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak

kantor perwakilan negara asing;
Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat
lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta
negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia sesuai PMK Nomor 215/PMK.03/2008
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2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Waluyo, 2010:12),

adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi:

a.

b.

Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

a.

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak
Penghasilan.

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut:

a.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan (BP HTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan
dan pedesaan.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2013:7-8) adalah

sebagai berikut:

1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
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a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Self Assessment System
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System.
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib
pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak
Adapun asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2011:16) sebagai
berikut:

1. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia
atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian,
Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak
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2.1.2.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) tentang cara pemungutan pajak yang

dilakukan berdasarkan tiga stesel adalah sebagai berikut:

a.

Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel Nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan setelsel
ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya
adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan
riil diketahui).

Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. kebaikan stelsel
ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar
daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.2.8 Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial

Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda

antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia

pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang

menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti

dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu Institusi pemungut pajak pada tahun
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1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak. Tahun
1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Padjak. Nama Direktorat
Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan
pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen
Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983 hal
ini merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi

perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP);

2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh
1984); 3. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU
PPN tahun 1984);

3. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(UU PBB), dan

4. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
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mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang
perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan
adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan
pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28
tahun 2007 (perubahan ketiga).

2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan
pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun
2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan
keempat).

3. UU PPN dan PPn BM 18984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun
1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua)
dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).

4. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan
pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28

tahun 2009 (perubahan ketiga).

2.1.2.9 Pemahaman Peraturan Pererpajakan
Menurut Siti Resmi (2009) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan
perpajakan adalah:
“Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan
dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan

paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang
meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan
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(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu

pembayaran atau pelaporan SPT”.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) dalam Reni (2015) pemahaman
tentang peraturan perpajakan adalah :

“Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib

pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan
menjadi wajib pajak yang tidak taat”.

Menurut Kartika (2016) dalam Nirawan Adiasa (2013) Pemahaman
peraturan perpajakan adalah:

suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang
peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan
menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar
pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami
dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada
kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan
pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat
diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti
bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan

maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat

meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Pancawati dan Nila (2011) dalam Reni (2015) Pemahaman
Tentang Peraturan Perpajakan di definisikan sebagai berikut :

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib

pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan
menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib
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pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib

pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban

perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka
akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT
dan NPWP.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) dapat diukur dengan beberapa
konsep wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan,
yaitu:

1. Pngetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami
beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu
diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem
yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan
kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat
mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan
serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata
cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib

pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.
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2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan
pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan
diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id).
Menurut Valentina Sri (2006:9) self assessment system adalah sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak
untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak
terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran
sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Tujuan utama melalui adanya
sistem self assessment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk
jujur melaporkan usahanya.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi penerimaan (budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011:6).
Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan
Negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan
pengeluaran mengalami keseimbangan.
b. Fungsi mengatur (regular)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011:6). Fungsi ini
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mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Transparansi dalam Pajak
2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses
pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar
Akuntansi  Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang
transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.”

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan | Cenik Ardana (2009:104)
adalah sebagai berikut:

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan
prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.
keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa
informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada
semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan,
disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) Adalah sebagai berikut:

“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik
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mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses
bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.”
Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi adalah sebagai

berikut:
“Transparansi berarti keterbukaan (opennesess) pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi

lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.”

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah:

“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya
yang di percayakan kepadanya dan Kketaatannya pada peraturan
perundangundangan.”

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah:

“Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai”.

Menurut Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah:
“Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga
dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan

menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat”.
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2.1.3.2 Prinsip Transparansi

Menurut Meutiah (2008:151) Transparansi yakni adanya kebijakan
terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh
publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik
yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik,
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dalam pajak dapat diukur dengan menggunakan prinsip
transparansi menurut Meutiah (2008:151), Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirnatif untuk membuka dan
mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus
seimbang, juga dengan kebutuan akan kerahasiaan lembaga maupun
informasiinformasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka
dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan
pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting
kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau
organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik

maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog”
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atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat
birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya
kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan

bisnis.

2.1.3.3 Transparansi dalam Pajak

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan
kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan
pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan
kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi
mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai
alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyiapan informasi yang akurat,
transparansi dalam manjemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan
penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar,
transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan
pajak. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta
pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki
hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak.
Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang
disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak

yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Dwiyanto, Agus: 2008).
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Transparansi dalam pajak diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas
semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi
perpajakan berhubungan dengan pertama, penyiapan informasi yang akurat, yang
tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya
yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan
untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan.
Transparansi kedua yaitu penetapan jumlah yang harus dibayar. Transparansi
ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak.
Transparansi keempat adalah akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta
pertanggungjawaban pemerintah (Pakpahan, Yunita Eriyanti: 2014)

Menurut John Hutagaol (2007:75) menyatakan bahwa dilihat dari segi
keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa
pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib
pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun
sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara
transparan dan akuntablitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan
benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh
pemerintah secara transparan dan akuntabilitas akan mendorong kepatuhan wajib
pajak. Dan akhirnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan Negara
dari sector pajak karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian
melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang

berlaku.
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2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Badan
2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu
kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk
tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak
pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja
semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk
menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih
akurat adalah beberapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara
penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan
dari masing-masing sektor perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan didefinisikan sebagali
berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwakepatuhan

perpajakan merupakan ketatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan

ketentuan perpajakan”.

Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak yang dikutip oleh Moh. Zain (2004:26)

adalah sebagai berikut:
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Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,

tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat definisi mengenai kepatuhan wajib pajak menurut Safri
Nurmantu (2008:114) adalah:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak perpajakannya”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam buku Siti Kurnia
Rahayu (2010:139) adalah:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of

compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, diamana

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan

pajaknya tersebut”.

Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan
bahwa:

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wjib Pajak yaitu rasa

bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan

beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap
pelayanan pemerintah”.

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Menteri

Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

38



“KepatuhanWajib Pajak adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
Negara”.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo (2010:71), pengukuran kepatuhan pajak baik
secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai
warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan
tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin
meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa.

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu
(2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan diamana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh
sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan
mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut sudah benar
atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah
disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana Wajib Pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga
dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan,
selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat
Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang
KUP dalam Erly Suandy (2010:119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak
wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus
terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang
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PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib
Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia
serta menyampaikan ke kantor tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara
melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran
lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wjib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat
pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh
orang Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau
pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam
rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan
dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang
berhububngan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan
untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang
diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara
kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan
menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip witholding
system.

Adapun kepatuhan material menurut undang-undang KUP dalam Erly
Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menguntungkan
pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah
jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”.
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2.1.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus

maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi

fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak

terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya pemeriksaan pajak

akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat

yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia

Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1.

2.

Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengambilan
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak
diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian
dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Adanya kebijakan pencepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan
untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.4.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan wajib pajak dapat

dilihat atas dasar:

1.

2.

Patuh terhadap kewajiban interim, yaitu dalam pembayaran atau laporan
masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;

Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas
dasar sistem self assessment melaporkan perhitungan pajak dalam SPT
pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau
melunasi pajak terutang;

Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui
pembukuan sebagaimana mestinya.
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Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138)

menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,

tercermin dalam situasi dimana:

wn

Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;

Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:87) kepatuhan wajib pajak dapat

didefinisikan dari:

oINS

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak

adalah:

1.

2.

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk
semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;

dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang
paling banyak 5%.

wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit
oleh akuntan publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

42



2.1.4.5 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang

Tata Cara Penetapan Wajib pajak dan Kriteria tertentu dalam rangka Pengambilan

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bahwa wajib pajak dengan kriteria

tertentu selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang

memenuhi persyaratan pada pasal (2) sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 huruf a meliputi:

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3
(tiga) tahun terakhir.

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam
tahun terkahir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak
lebih dari 3 (tiga) Masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
bertutur-tutur, dan

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebgaimana dimaksud
pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum
penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang
belum melewati batas akhir pelunasan.

Laporan keuangan yang diaudit olen Akuntan Publik dan Lembaga
Pengawasan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf ¢ harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan
menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak
yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan
Publik yang tidak dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas
Akuntan Publik.
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2.1.4.6 Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai
berikut:
“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa wajib pajak badan
adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban
perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong wajib pajak tertentu yang telah
diatur oleh undang-undang perpajakan.

Adapun pengertian wajib pajak orang pribadi menurut Erly Suandy
(2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Orang Pribadi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu”.
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Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. | Ade Saepudin Pengaruh Pemahaman Hasil penelitian menunjukan bahwa
(2012) Akuntansi Dan Ketentuan variabel pemahaman akuntansi dan
Perpajakan Serta ketentuan perpajakan serta
Transparansi Dalam Pajak transparansi dalam pajak, memiliki
Terhadap Kepatuhan Wajib hubungan yang signifikan terhadap
Pajak Badan kepatuhan wajib pajak badan.
2. | Yusup (2011) Pengaruh Akuntansi dan Hasil penelitian menunjukan bahwa
Ketentuan Pajak terhadap variabel pemahaman akuntansi dan
Kepatuhan Wajib Pajak ketentuan perpajakan, memiliki
Badan PPh hubungan yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan pph
3. | Wardhani, R.S. | Pengaruh Pemahaman Hasil penelitian menunjukan bahwa
(2005) Akuntansi Pajak terhadap variabel pemahaman akuntansi
Kepatuhan Wajib Pajak pajak, memiliki hubungan yang
Badan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak badan
4. | Desi Friska Analisis Pengaruh Hasil penelitian menunjukan bahwa
Natalia (2015) Pemahaman Akuntansi Dan variabel analisis pengaruh
Pemahaman Ketentuan pemahaman akuntansi dan
Perpajakan Terhadap pemahaman ketentuan perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang signifikan
Badan terhadap kepatuhan wajib pajak
badan
5. | Pakpahan, Pengaruh Pemahaman Hasil penelitian menunjukan bahwa

Yunita Eriyanti.

(2014)

Akuntansi, Pemahaman
Ketentuan Perpajakan dan
Transparansi Dalam Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

variabel pemahaman akuntansi,
ketentuan perpajakan dan
transparansi dalam pajak, memiliki
hubungan yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan.
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2.1  Kerangka Pemikiran
2.2.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Akuntansi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi

Account Representative

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 140). Pemahaman akuntansi termasuk
kedalam faktor tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan
keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Menurut
Waluyo (2008:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak
terutang (pajak yang harus dibayar). Akuntansi pajak adalah sumber dasar
pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam
perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar
nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2008) dalam Lydia (2015) setiap badan
usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya.
Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib
pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan)
bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya
penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat
dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya
dilaporkan dalam SPT.

Pemahaman akuntansi pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam

pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk
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menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak untuk di bayar yang tepat.
Pemahaman terhadap akuntansi pajak tidak hanya memberikan pengetahuan
namun juga membuat wajib pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan

pajaknya sehingga kepatuhan meningkat. (Sumianto 2015)

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi
Account Representative
Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajb pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak
terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan

melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam

peraturan yang ada (Pancawati Hardiningsih 2011:133).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajb pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah
proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan
perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan
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Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas
waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti Resmi 2009:115).

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak badan. Menurut Nirawan Adiasa (2013) Seseorang akan mengetahui teori
dari peraturan perpajakan tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar
langsung dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seorang
wajib pajak lebih banyak belajar tentang tata cara perpajakan, sanksi perpajakan,
serta denda yang akan dikenakan apabila wajib pajak yang bersangkutan
melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dari pengalaman seorang wajib
pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami tentang peraturan
perpajakan serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan maka akan semakin tinggi

pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Transparansi dalam
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Persepsi
Account Representative
Dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak, langkah strategis yang dapat dilakukan olen DJP adalah dengan

memperhatikan penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan,

karena dengan terbentuknya persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan
oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan

Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007). Selain itu penerapan prinsip transparansi

dalam pelayanan publik memiliki implikasi terhadap prinsip partisipasi
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(Dwiyanto, 2008). Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam
pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat
dalam membayar pajak sehingga akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajaknya.

Menurut Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) dilihat dari segi keuangan
publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan
pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka
wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila
pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan
akuntablitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila
wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah
secara transparan dan akuntabilitas maka kepatuhan wajib pajak akan semakin

meningkat.
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Berdasarkan Kerangka Pemikiran Penelitian di atas dapat digambarkan

hubungan antara variabel independen dan dependen sebagai berikut:

Pemahaman Pemahaman Peraturan Transparansi dalam
Akuntansi Perpajakan Perpajakan Pajak
A 4 A 4 A 4
Penetapan Tarif Pajak Mengetahui Tentang Penerapan Prinsip
Perpajakan Transparansi
A 4 A 4 A 4
Pembukuan Mengerti Ketentuan Persepsi Wajib pajak
Umum dan Tata Cara
Perpajakan

A 4

Pelaporan SPT

\ 4
Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

A\ 4

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian
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Pemahaman Akuntansi
Perpajakan
Johar Arifin (2007:12)

1. Konsep Penghasilan
(Income)

2. Konsep Beban Biaya
(expense)

3. Konsep Penyusutan

4. Nilai Persediaan

Sumber: Waluyo (2000:45)

Pemahaman Peraturan
Perpajakan
Siti Resmi (2009:114)

1. Pengetahuan mengenai
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

2. Pengetahuan mengenai
sistem perpajakan di
indonesia

3. Pengetahuan mengenai
Fungsi Perpajakan

Sumber: Siti Kurnia Rahayu
(2010:141)

Kepatuhan Wajib Pajak
Safri Narmantu (2008:114)

Transparansi dalam Pajak
Mardiasmo dalam Kristianten
(2006:45)

1. Komunikasi publik oleh
pemerintah.

2. Hak masyarakat terhadap
akses informasi.

Sumber: Meutiah (2008:89)

v

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian
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1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

Sumber: Siti Kurnia Rahayu
(2010:138)




2.3 Hipotesis Penelitian
Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang
akan diajukan sebagai berikut:
1. Pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan.
2. Peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak badan.
3. Transparansi dalam pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak badan.
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